
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR5 TAHUN2023

TENTANG

TEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUN2023

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)Menimbang

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Be1as

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,

dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diu bah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga

Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima

--------------------------------------------------------------- ----



Menetapkan

Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6855);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 50

Tahun 2022 ten tang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGTEKNISPEMBERIAN

TUNJANGANHARI RAYADANGAJI KETIGABELAS

YANGBERSUMBER DARIANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTAHUN2023 .

. _. -- - ----------------



BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada

lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta

lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas

menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2

(1) Pejabat Negara, PNS, Calon PNS dan Pengelola Badan Layanan Umum

Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:

a. sedang cuti diluar tanggungan Negara atau dengan sebutan lain; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri

maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas

Pasal3

Bupati dan Wakil Bupati diberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas,

terdiri atas:

a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan dan tunjangan umum.

Pasa14

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada PNS.

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana pada ayat (1) bagi

PNS, terdiri atas:

a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) yang

diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang
memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan
kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(3) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima

puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh

persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima

dalam 1 (satu) bulan.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS, terdiri atas:

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) yang

diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang
memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan
kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.



(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari

uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan

administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BABIII

PEMBAYARAN

Pasal5

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari raya dapat dibayarkan setelah

tanggal Hari Raya.

(3) Besaran tunjangan Hari Raya dibayarkan berdasarkan pada besaran

komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

Pasal6

(1) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.

(2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni

Tahun 2023.

(3) Besaran gaji ketiga belas dibayarkan berdasarkan pada besaran komponen

penghasilan yang dibayarkan pada bulan MeiTahun 2023.

Pasal7

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran

dan Iatau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung

pemerintah.

Pasal8

Mekanis pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.



BABIV
PENDANAAN

Pasal9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber

dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasall0

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Of.tAH DITEUTI KEBENARANNYA
KabagHukum DanPerundang •Undangan Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal?ol A 2023
~JUN rABUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal '-I Apl'-l L- 2023
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

~
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023

NOMOR t;


